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● Dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa 

Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye terdapat pada pasal 287-297 

tergambar bahwa:

Media massa dituntut mampu 

memberikan informasi yang benar dan 

objektif kepada khalayak yang berhak 

memperoleh informasi atas keseluruhan 

proses pemilu “ ”

PERAN MEDIA MASSA



Media massa selain berfungsi 

menginformasikan, dalam Pemilu juga 

berfungsi sebagi alat untuk 

mempromosikan dan fungsi pengawasan 

atau fungsi kontrol.

• Peran media massa khususnya pers, menjadi amat vital ketika semua pihak 

memerlukan informasi secara cepat dan akurat mengenai penyelenggaraan pemilu 

di Indonesia. 

• Tingkat kepercayaan masyarakat sebagian besar masih menganggap bahwa 

apa yang disajikan media adalah benar yakni sebagai penyebar informasi.

• Pers memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi (sosialisasi) 

mengenai proses dan ketentuan Pemilu, kinerja peserta pemilu, serta hak dan 

kewajiban pemilih. 

Melalui peran tersebut pers ikut aktif melakukan pendidikan politik, yaitu 

membantu masyarakat menentukan pilihan politik mereka. Selain itu, 

pers juga berperan penting dalam melakukan kontrol atas pelaksanaan 

pemilu, dengan melaporkan praktik-praktik curang, sejak tahap pendaftaran

pemilih hingga penghitungan suara.

PERAN MEDIA MASSA



 Pemilu tidak akan membawa perbaikan jika 

publik tidak mendapatkan informasi yang benar 

dan berimbang menyangkut sistem pemilihan 

serta kualitas calon legeslatif dan calon 

presiden.

 Informasi melalui pers terhadap pelaksanaan 

Pemilu dan kualitas calon, adalah sarana bagi 

publik untuk melakukan ”fit and proper test” 

guna menjatuhkan pilihan terhadap calon 

pemimpinnya 

INFORMASI MELALUI PERS 

MERUPAKAN SARANA FI AN 

PROPER ES ARI PUBLIK



MEIA SEBAGAI LEMBAGA KE-

EMPA

Peran media sebagai lembaga ke-empat 

disamping legislatif, ekseskutif dan 

yudikatif diharapakan menjadi corong 

masyarakat terhadap 

dinamika sosial politik di suatu 

daerah.

Perkembangan saat ini, media masa dituntut 

untuk lebih mengedepankan informasi sebagai 

alat yang independen atau netral pada saat 

pemilu berlasung. Media selama ini dianggap 

sebagai kontrol sosial atau penengah dalam 

kehidupan sosial politik yang ada. 



EMOKRASI IAK AKAN EKSIS 

ANPA JURNALISME POLIIK YANG 

BAIK
Pakar jurnalisme dan Ketua Committee of Concerned Lournalists, Bill Kovach 

saat peluncuran buku Sembilan Elemen Jurnalisme, Desember 2003 

mengemukakan:

Jurnalisme dan demokrasi tumbuh 

bersama-sama. “ ”



alam Pemilu, jurnalisme mesti 

menyajikan fakta-fakta dan informasi 

independen tentang peristiwa dan isu-isu 

yang akan jadi referensi bagi 

masyarakat dalam membuat keputusan. Independensi media sangat penting yakni Independen dari otoritas politik, 

otoritas sosial atau bisnis, dan tidak ada bias personal. Loyalitas jumalis 

semestinya bukan loyalitas pada pemilik media tetapi loyalitas kepada warga 

negara.

 Kovach mengingatkan bahwa tujuan paling penting bagi jurnalisme adalah 

menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup 

merdeka dan mengatur diri sendiri. Untuk itu independensi media sangatlah 

penting.

JURNALISME MENYAJIKAN 

FAKA AN INFORMASI 

INEPENEN



Pers harus terlibat secara 

kritis ikut menguji

Agar bisa berperan optimal, pers musti memberi dukungan terhadap pelaksanaan 

Pemilu sebagai alat legitimasi yang demokratis untuk memilih pemerintahan dan 

legislatif baru dukungan rakyat, dengan meningkatkan kepedulian publik terhadap 

pemilu. 

PERS MENUKUNG PELAKSANAAN 

PEMILU SEBAGAI ALA LEGIIMASI 

YANG EMOKRAIS

Pers musti terlibat secara kritis ikut “menguji” calon-calon legislatif dan eksekutif yang 

terbaik, dengan memberikan gambaran yang lengkap, seimbang, dan akurat 

tentang calon-calon tersebut, dengan tetap bersikap independen. Ada puluhan 

partai dan ribuan kandidat yang bersaing dalam pemilu, pers wajib memaparkan yang 

baik dan yang buruk untuk membantu pemilih membuat keputusan. Pers juga musti 

menyebarkan berbagai informasi terinci yang terkait dengan pelaksanaan pemilu.



Kovack merekomendasikan model watchdog 

journalism atau anjing penjaga yang 

secara sederhana menempatkan media 

dan jurnalis sebagai the monitor of 

power bukan agent of power.

MEIA AN JURNALIS SEBAGAI 

HE MONIOR OF POWER

Media massa baik cetak maupun elektronik 

idealnya tidak hanya "panen" iklan politik, tetapi 

marak dengan berita-berita politik yang tajam. 

Peran watchdog dalam media secara sederhana 

adalah peran kritis membuat manajemen dan 

proses eksekusi kebijakan dari kekuasaan 

berlangsung transparan, membuat publik 

mengetahui persis



Saat ini media massa menjadi propaganda. 

Menurut Noam Chomsky, kecenderungan media 

menjadi propaganda terutama di musim 

kompetisi pemilihan presiden merupakan 

akibat dari beragam aspek, diantaranya:

KENAPA SAA INI MEIA MASSA BISA MENJAI 

PROPAGANA?

• Terkonsentrasinya pemilikan media pada sekelompok elit kekuatan ekonomi.

Sejumlah konglomerat yang secara keamanan bisnis (business savety) masih sangat tergantung 

pada kekuatan politik yang sedang atau akan berkuasa

• Orientasi komersial yang terlampau berlebihan.

Penggunaan iklan sebagai sumber utama pendapatan (primary source of income) bisnis media.

• Tradisi jurnalistik yang masih konvensional.

Menggantungkan sumber informasinya (sourcing mass media news) pada tiga lingkaran elit dalam 

masyarakat, yaitu kalangan bisnis, pemerintah dan pakar, akademis atau peneliti. 

• Mengedepankan norma "kalah menang" dalam politik, sebagai bagian dari disiplin peliputan 

media atas pelaksanaan Pemilu. 

Media terjebak untuk mengadu dua atau lebih kandidat presiden dengan menghitung kecepatan 

mereka berlari mengejar kuantitas dukungan, tanpa peduli apakah dukungan itu diraih dengan cara 

mobilisasi semu atau pendidikan politik yang memadai. Perang wacana yang bersifat menyerang 

satu sama lain antar kandidat ditempatkan sebagai menu utama, ketimbang pertarungan gagasan 

genial untuk mengatasi masalah mendasar bangsa.



MEDIA MASSA DAN 

PENDIDIKAN POLITIK

1. Media juga dituntut melakukan pendidikan 

pada pemilih (voters education). 

2. Pemilu berkualitas dengan transparansi 

proses pemilu

3. Peran strategis media sebagai media 

pendidikan.

4. “Ikut menjadi bagian pencaturan politik 

tanpa harus menjadi partisan”

5. Informasi yang mencerdaskan rakyat

6. Informasi media harus mengedepankan 

isi ketimbang kulit



Pendidikan politik bukanlah pekerjaan 

yang instan, akan tetapi mampu 

membangun peta, membuka pintu 

kesadaran akan realitas sosial dan turut 

terlibat merancang agenda perubahan 

sosial diberbagai tingkatan , 

pendidikan politik adalah tanggung 

jawab yang harus dijalankan sehari 

hari bukan lima tahun sekali

”



alam UU No 7 ahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum BAB XV Peran 

Pemerintah an Pemerintah aerah 

dalam pasal 434 mengamanatkan 

Pemerintah aerah memberikan bantuan 

dan fasilitas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.

Bantuan dan fasilitas tersebut berupa:

• Penugasan personel pada sekretariat PPK, panwaslu kecamatan, dan PPS; 

• Penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, panwaslu kecamatan dan PPS; 

• Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundangundangan pemilu; 

• Pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pemilu; 

• Kelancaran transportasi pengiriman logistik; 

• Pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu seperti penanganan 

trantribum dan penugasan personil linmas

• Menjamin netralitas ASN dan penyelenggara 

negara, dan 

• Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu.

PERAN PEMDA



UU 22 tahun 2007 pasal 114 disebutkan 

bahwa sumber anggaran pemilu adalah 

APBN. 

Namun di lain pihak yaitu pada pasal 121 

penyelenggaraan pemilu di daerah (KPU 

Propinsi dan KPU Kab/Kota) dapat 

melakukan kerjasama dengan pemerintah 

daerah dalam bentuk bantuan dan 

fasilitasi terhadap penyelenggaraan 

pemilu dengan penggunaan dana APB.

PERAN PEMDA



THANKYOU

https://linktr.ee/diskominfokabupatenagam


